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ABSTRAK 

 

ANALISIS LEGALITAS PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH  

DI WILAYAH SEMPADAN PANTAI DESA RAJABASA 

 KECAMATAN RAJABASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  

 

Oleh  

RIKA NADIYA  

Sempadan pantai yang didefinisikan sebagai daratan sepanjang tepian pantai 

dengan lebar minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat sesuai 

dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagimana telah 

diubah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Selain itu Sempadan Pantai merupakan tanah yang 

dikuasai negara untuk pelestarian lingkungan.  Terjadi konflik antara penetapan 

hukum dengan realitas pemanfaatan oleh masyarakat yang telah berlangsung turun-

temurun. Penelitian ini membahas (1) Bagaimana bentuk dan praktik penguasaan 

dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat di wilayah sempadan pantai Desa Rajabasa 

Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan (2) Bagaimana legalitas atas 

tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat di wilayah sempadan pantai 

Desa Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 

Penelitian ini menganalisis persoalan tersebut di Desa Rajabasa Kecamatan 

Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan pendekatan normatif 

dan empiris. Sumber data yang digunakan yakni Sumber data Primer dan Sekunder. 

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, 

kemudian diolah melalui seleksi, klasifikasi, dan penyusunan data. Serta analisis 

data dilakukan secara deskriptif kualitatif. 

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa bentuk dan praktik pengusaan dan 

pemanfaatan tanah oleh masyarakat di sempadan pantai dilakukan secara turun-

temurun untuk permukiman, perikanan, budidaya, dan pariwisata tanpa sertifikat 

tanah formal. Legalitas penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat hanya 

terbatas pada izin pemanfaatan dan pengelolaan de facto tanpa landasan hukum 

yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemerintah yang jelas untuk 

memberikan kepastian hukum melalui izin pemanfaatan atau pengelolaan yang 

formal, dengan tetap menyeimbangkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian 

lingkungan kawasan pesisir. 

Kata Kunci: Legalitas, Penguasaan Tanah, Sempadan Pantai, Tanah Negara, Izin 

Pemanfaatan. 



  

 

 

ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF THE LEGALITY OF LAND TENURE AND UTILIZATION  

IN THE COASTAL BORDER AREA OF RAJABASA VILLAGE 

 RAJABASA DISTRICT LAMPUNG SELATAN REGENCY  

 

By  

RIKA NADIYA  

The coastal boundary is defined as land along the coastline with a width of at least 

100 meters from the highest tide point towards land in accordance with the 

provisions of Law Number 27 of 2007 as amended in Law Number 1 of 2014 

concerning the Management of Coastal Areas and Small Islands. In addition, the 

Coastal Border is land controlled by the state for environmental conservation.  

There is a conflict between the determination of the law and the reality of utilization 

by the community that has been going on for generations. This study discusses: (1) 

How is the form and practice of land control and utilization by the community in 

the coastal border area of Rajabasa Village, Rajabasa District,  Lampung Selatan  

Regency (2) How is the legality of land controlled and utilized by the community in 

the coastal border area of Rajabasa Village, Rajabasa District, Lampung Selatan 

Regency based on laws and regulations. 

This study analyzes these problems in Rajabasa Village, Rajabasa District, 

Lampung Selatan Regency using an empirical normativl method. The data sources 

used are Primary and Secondary data sources. Data collection is carried out 

through literature studies and field studies, then processed through selection, 

classification, and data preparation. As well as data analysis was carried out in a 

qualitative descriptive manner. 

The findings of the study revealed that the form and practice of land control and 

utilization by communities on the coastal border was carried out for generations 

for settlements, fisheries, cultivation, and tourism without formal land certificates. 

The legality of land ownership and utilization by the community is only limited to 

de facto utilization and management permits  without a strong legal basis. 

Therefore, a clear government policy is needed to provide legal certainty through 

formal use or management permits, while balancing the welfare of the community 

and the environmental sustainability of coastal areas. 

Keywords: Legality, Land Tenure, Coastal Boundaries, State Land, Utilization 

Permits. 
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“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya “ 

(QS. AL-Baqarah 2:286) 

 

“Hatiku tenang mengetahui apa yang melawatkanku tidak akan pernah menjadi 

takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku” 

(Umar bin Khattab) 

 

“Manusia diciptakan sempurna dengan caranya sendiri, Jadi rayakan dirimu 

sesering mungkin” 

(Tsana-Rintik Sedu) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia. Suatu realistis sebelum manusia 

ada tanah sudah ada artinya tanah syarat mutlak bagi manusia. Dengan kata lain 

setiap manusia memiliki hak yang sama terhadap tanah dan tidak dapat kita 

pungkiri tanah berada pada jumlah yang terbatas dan tertentu.1 Secara kosmologis 

tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat dimana manusia berasal, dan akan 

kemana mereka pergi. Dalam konteks ini, tanah dipahami sebagai unsur yang 

memiliki dimensi ekonomi, sosial, kultural, dan politik.2 Sejak manusia dilahirkan 

hingga meninggal dunia, tanah senantiasa dibutuhkan dalam keberlangsungan 

kehidupan, oleh karena itu tanah merupakan aspek penting dan tidak dapat 

dipisahkan dalam kehidupan manusia. 

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Bumi, air, dan 

kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besarnaya kemakmuran rakyat”.3 Istilah yang termuat 

dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut yang dimaksud dari 

“dikuasai oleh negara” tidak diuraikan secara jelas dan tegas sehingga terdapat 

kemungkinan dilakukan penafsiran arti. 

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria (LN. 1960/No. 104, TLN No. 2043) yang selanjutnya 

disebut UUPA akhirnya memberikan penjelasan mengenai pemahaman arti 

“dikuasai oleh negara” yang dapat dipahami sebagai negara diberikan wewenang 

untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persedian, dan 

pemeliharaannya,peruntukan dan menetapkan hak-hak yang dapat dimiliki yaitu 

 

1 FX Sumarja,2012, Problematika Kepemilikan Tanah Bagi Orang Asing, Bandar Lampung, Indepth 
Publishing, hlm 39. 
2 Bernhard Limbong, 2011, Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, Jakarta, Margaretha Pustaka, 

hlm1. 
3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 33 ayat 3. 
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bumi,air, dan ruang angkasa sesuai ketentuan yang berlaku, Mengatur dan 

menetapkan lembaga-lembaga hukum tentang bumi, air, dan ruang angkasa.4 Hal 

ini dengan jelas mengandung amanat konsitusional yang sangat mendasar di mana 

setiap pemanfaatan dan penggunaan tanah harus memberikan kesejahteraan yang 

sebesar-besarnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Kedudukan negara dalam 

pengaturan hak-hak atas tanah masyarakat ditempatkan sebagai pihak yang 

menjalankan kewenangan penguasaan, bukan sebagai pemilik atas tanah. Sebab 

makna penguasa dan pemilik mempunya arti yang berbeda, jika dalam konsep 

negara sebagai pemilik artinya masyarakat tidak ada yang mempunyai hak milik 

tetapi hanya hak pakai saja.5 

Hak atas tanah adalah hak yang memberikan kewenangan kepada 

pemegangnya untuk menguasai, memanfaatkan, dan memperoleh manfaat ekonomi 

dari tanah tersebut secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku.6 Kata “menggunakan” merujuk pada mendirikan bangunan 

atau hunian sedangkan untuk kata “mengambil manfaat” berarti hak atas tanah 

yang bukan untuk mendirikan bangunan misalnya untuk kepentingan pertanian, 

Perkebunan, Perikanan dan peternakan. 

Tanah diberikan kepada dan dimiliki setiap indivisu berdasarkan hak-hak 

yang diatur oleh UUPA dengan tujuan agar penggunaannya dapat memberikan 

manfaat secara optimal dan berkelanjutan.7 Penggunaan hak atas tanah tidak hanya 

mencakup permukaan tanah semata, tetapi juga meliputi bagian tubuh bumi yang 

berada di bawah tanah, air, serta ruang yang berada di atasnya. Pemanfaatan bagian- 

bagian tersebut sebatas untuk digunakan atau dimanfaatkan, bukan untuk dimiliki, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUPA. Selain itu, UUPA juga mengatur 

kewajiban bagi pemegang hak atas tanah sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 

yaitu untuk memelihara tanah, meningkatkan kesuburannya, serta mencegah 

terjadinya kerusakan dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang 

secara ekonomi lemah. 

 

4 Umar Said Sugiharto dkk,2015,Hukum Pengadaan Tanah, Malang, Setara Press,hlm 5. 
5 Andi Bustamin Daeng Kunu, “Kedudukan Hak Menguasai Negara Atas Tanah,” Fiat Justitia 

Jurnal Ilmu Hukum 6, No. 1 (2012), hlm 3 . 
6 Urip Santoso, 2015, Perolehan Hak Atas Tanah, Jakarta,Prenada Media, hlm 16. 
7 FX Sumarja, Upik Hamidah, Ati Yuniati, 2020, Pengantar Hukum Agraria, Bandar Lampung, 

Pustaka Media,hlm 4. 
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Kepemilikan hak atas tanah oleh orang perseorangan maupun badan hukum 

harus dapat dibuktikan.8 Pembuktian yang terkuat adalah melalui sertipikat tanah 

yang merupakan tanda bukti hak yang kuat bagi kepemilikan hak atas tanah 

sehingga sertipikat menjamin kepastian hukum setiap orang yang menjadi 

pemegang hak atas suatu bidang tanah. 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana telah diperbarui 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah 

(Lembar Negara tahun 1997 No. 59) yang memberikan penjelasan mengenai 

sertipikat sebagai surat tanda bukti hak yang diakui sebagai alat pembuktian yang 

kuat terhadap data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya, sepanjang 

data fisik dan data yuridis tersebut dinyatakan sesuai dengan data yang tercantum 

dalam surat ukur serta keadaan tanah yang bersangkutan.9 Melalui pendaftaran 

tanah tersebut masyarakat akan memiliki legalitas berupa kepemilikan sertipikat 

tanah yang sah secara hukum. 

Seiring berjalannya waktu tidak dapat kita pungkiri penggunan tanah semakin 

meningkat baik digunakan untuk pembangunan rumah-rumah atau fasilitas-fasilitas 

lainnya. Peningkatan penggunaan tanah ini tidak semata-mata dirasakan oleh 

masyarakat yang tinggal di kota-kota besar tetapi juga dirasakan oleh Masyarakat 

pedesaan termasuk yang tinggal di wilayah pesisir. 

Indonesia sebagai negara yang memiliki wilayah pesisir yang sangat luas 

serta kaya akan sumber daya alam yang potensial untuk dimanfaatkan. Wilayah 

pesisir umumnya dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan seperti pariwisata, 

pelabuhan, pertambakan, serta sebagai kawasan permukiman masyarakat setempat. 

Aktivitas-aktivitas tersebut mendorong peningkatan kebutuhan terhadap lahan, 

sarana, dan prasarana pendukung guna menunjang keberlangsungan kegiatan di 

wilayah pesisir. Disisi lain, kawasan pesisir juga berfungsi sebagai kawasan lindung 

 

 
 

 

 

 

8 Giovanni Rondonuwu, “Kepastian Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli 

Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,” Lex Privatum 5, no. 4 (2017): 

hlm 1–2. 
9 FX Sumarja, Upik Hamidah, Ati Yuniati ,2020, Pengantar Hukum Agraria, Bandar Lampung, 

Pustaka Media, hlm 78-79. 
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yang memiliki nilai ekologis penting, sehingga pengelolaannya perlu diatur secara 

jelas agar tercipta kepastian hukum dan keberlanjutan pemanfaatannya.10 

Kawasan Sempadan Pantai ialah wilayah yang sangat mudah mengalami 

perubahan, baik perubahan yang disebabkan oleh aktivitas manusia maupun yang 

disebabkan oleh faktor alam.11 Kawasan ini umumnya sangat menarik untuk para 

nelayan atau masyarakat disekitar pesisir Pantai untuk membangun rumah hunian 

karena dekat dengan mata pencarian utama mereka yakni menangkap ikan. 

Masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir atau sempadan pantai umumnya 

merupakan masyarakat tradisional dan masyarakat setempat yang telah menetap 

secara turun-temurun di kawasan tersebut, disertai dengan kehadiran sebagian 

masyarakat pendatang. Masyarakat tradisional tersebut pada umumnya bertempat 

tinggal di sekitar pesisir dan menggantungkan mata pencahariannya pada sektor- 

sektor yang berkaitan dengan sumber daya alam pesisir, seperti nelayan, petani, 

pedagang, serta profesi lainnya yang mendukung kehidupan ekonomi di wilayah 

tersebut.12 

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (LN.2014/No. 2, TLN No. 5490) tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil dijelaskan bahwa wilayah 

sempadan pantai merupakan daratan yang terletak sepanjang tepian pantai dengan 

lebar yang disesuaikan secara proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai. 

Lebar minimal wilayah sempadan pantai ditetapkan sejauh 100 meter dari titik 

pasang tertinggi air laut ke arah darat.Titik pasang tertinggi menjadi sebuah patokan 

yang menentukan wilayah sempadan pantai. Adanya wilayah sempadan pantai 

diperuntukkan untuk menjaga ekosistem di daerah  pesisir tersebut. Selain 

 

 

 

 

 

10 Yani Pujiwati, Amiruddin A. Dajaan Imami, and Alya Maesha, “Status Penguasaan Tanah di 

Kawasan Pantai dan Pesisir yang dijadikan Kawasan Permukiman Rumah Pelantar di Kabupaten 

Kepulauan Anambas,” Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 2 (2020), hlm 2. 
11 Azmi Azmi and Deska Zulkarnain, “Peranan Camat Moro dalam Menertibkan Pembangunan 

Rumah di Pesisir Pantai Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau,” Publika : Jurnal Ilmu 

Administrasi Publik 6, no. 1 (2020), hlm 3. 
12 Indri Laras Sundari, “Status Penguasaan Tanah Sempadan Pantai oleh Masyarakat di Pesisir 

Pantai Ujong Blang Lhokseumawe,” Locus Journal of Academic Literature Review 2, No. 2 (2023), 

hlm 2. 
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diperuntukkan untuk menjaga ekosistem, sempadan pantai seringkali juga 

dimanfaatkan untuk kepentingan wisata.13 

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 (LN.2016/NO.113, LL Setneg : 21 

hlm) tentang batas sempadan pantai menentukan batas minimum wilayah sempadan 

pantai adalah 100 meter sehingga dapat dimungkinkan di daerah tertentu sempadan 

pantainya lebih dari 100 meter, tergantung dari kondisi lingkungan di tempat 

tersebut. Penentuan batas sempadan pantai ini diperlukan untuk mengetahui batas 

dari pengelolaan suatu sempadan pantai, khususnya untuk pengelolaan untuk 

kepentingan pariwisata. 

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan 

Kawasan Lindung, Sempadan pantai didefinisikan sebagai kawasan tertentu yang 

berada di sepanjang garis pantai dan memiliki fungsi strategis dalam upaya 

kelestarian serta keberlanjutan fungsi ekosistem pantai. Kawasan sempadan pantai 

diklasifikasikan sebagai bagian dari kawasan lindung, yaitu kawasan yang 

ditetapkan dengan tujuan utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup 

yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, serta nilai sejarah dan 

budaya bangsa dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan. Oleh karena 

itu, kawasan sempadan pantai diposisikan sebagai bagian dari kawasan lindung 

setempat yang keberadaannya harus dipertahankan dan dilestarikan guna menjamin 

keseimbangan ekologis serta keberlanjutan pemanfaatannya bagi kepentingan 

masyarakat. 

Peraturan Mentri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau- 

Pulau Kecil memberikan penjelasan mengenai penataan pertanahan di wilayah 

pesisir. Penataan pertanahan di wilayah pesisir dilakukan melalui pengaturan dan 

pemberian hak atas tanah di pantai serta perairan pesisir.14 Pengertian Pantai 

merupakan wilayah pertemuan antara laut dan daratan yang batasnya diukur pada 

saat air laut mencapai pasang tertinggi dan surut terendah. Sementara itu. Perairan 

pesisir diartikan sebagai wilayah perairan laut yang berbatasan langsung dengan 

 

13 M. Yazid Fathoni, Sahrudin Sahrudin, and Lalu Hadi Adha, “Tinjauan Hukum Pengaturan 

Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Sempadan Pantai untuk Usaha Kuliner,” Jatiswara 35, No. 1 

(2020), hlm 2. 
14 Ihwanun Mudhofir Hariri, “Pemberian Hak Atas Tanah Di Kawasan Lindung” 8, no. 2 (2024): 

hlm 6. 
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daratan yang mencakup wilayah perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut dari garis 

pantai. Cakupan perairan pesisir ini meliputi perairan yang menghubungkan pantai 

dengan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, serta laguna, yang 

secara keseluruhan memiliki peranan penting dalam mendukung keseimbangan 

ekosistem pesisir dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya. 

Pasal 5 Peraturan Mentri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang penataan pertanahan di wilayah pesisir dan 

pulau-pulau kecil memberikan penjelasan mengenai pembatasan pemberian hak 

atas tanah pada pantai yang meliputi:15 

a. Bangunan yang digunakan untuk pertahanan dan keamanan; 

b. Pelabuhan atau dermaga; 

c. Tower penjaga keselamatan pengunjung Pantai; 

d. Tempat tinggal masyarakat hukum adat atau anggota masyarakat yang secara 

turun temurun sudah bertempat tinggal di tempat tersebut; 

e. Pembangkit tenaga Listrik. 

Pemberian Hak Atas Tanah pada perairan pesisir hanya dapat diberikan untuk 

bangunan yang harus ada di wilayah perairan pesisir yang meliputi program 

strategis negara, Kepentingan umum, Permikiman di atas air bagi Masyarakat 

hukum adat, dan Pariwisata. 

Berbeda dengan wilayah Pantai ataupun wilayah perairan pesisir yang sudah 

memiliki pengaturan yang jelas. Sedakangkan pengaturan terkait kepemilikan dan 

pengusahaan tanah di wilayah sempadan pantai hingga saat ini masih dipandang 

belum tegas dan cenderung menimbulkan ketidakjelasan. Di sisi lain, kawasan 

sempadan pantai diklasifikasikan sebagai kawasan lindung setempat yang wajib 

dijaga kelestarian lingkungannya dan Sempadan pantai merupakan sumber daya 

alam yang dikategorikan penguasaannya tidak diperuntukkan kepada individu 

melainkan langsung dikuasai oleh negara. Oleh karena itu segala hal terkait dengan 

pengelolaan dan pemanfaatan sempadan pantai untuk kepentingan apapun di daerah 

semapadan pantai harus mendapatkan persetujuan dari negara sebagai pemegang 

hak. Selain itu masyarakat dibuat bingung seperti pada Peraturan Pemerintah 

 

15 Peraturan Mentri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 17 Tahun 2016 

tentang penataan pertanahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Pasal 5. 
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tentang penatagunaan tanah memperbolehkan terbit Hak Atas Tanah di Sempadan 

Pantai dalam hal ini menjadi Kawasan lindung tetapi terbit perpres yang membatasi 

luasan sempadan Pantai dan tidak jelas Batasan-batasan yang ada, apakah ada 

larangan terbit hak atas tanah di sempadan pantai atau memperbolehkannya. 

Sebagian masyarakat telah lama menetap dan memanfaatkan kawasan 

sempadan pantai sebagai sumber penghidupan, baik untuk tempat tinggal, kegiatan 

usaha, maupun aktivitas ekonomi lainnya, bahkan secara turun-temurun dari 

generasi ke generasi. Pemanfaatan tersebut terlihat dari adanya berbagai objek 

tanah di kawasan sempadan pantai yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat di 

sekitar wilayah pesisir. Padahal, kawasan sempadan pantai memiliki fungsi penting 

sebagai area perlindungan untuk mencegah terjadinya abrasi serta menjaga 

kelestarian dan keberlanjutan fungsi ekosistem pantai. Dengan demikian, 

diperlukan adanya pengaturan yang tegas dan jelas mengenai penetapan batas 

kawasan sempadan pantai guna mencegah terjadinya pelanggaran dan 

penyalahgunaan lahan di wilayah pesisir.16 

Desa Rajabasa adalah salah satu desa yang terletak di Kabupaten Lampung 

Selatan yang dikenal dengan wilayah pesisir. Mata pencarian masyarakat desa ini 

sebagai nelayan yang mengantungkan hidup nya pada sumber daya laut. Secara 

Geografis desa ini termasuk ke dalam Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung 

Selatan yang berhadapan dengan selat sunda dan gunung krakatau dan memiliki 

garis pantai yang cukup panjang. Pada tanggal 22 Desember 2018 lalu, peristiwa 

tsunami yang disebabkan oleh letusan anak gunung krakatau di Selat Sunda 

menghantam daerah pesisir Banten dan Lampung.17 Tsunami ini disebabkan oleh 

pasang tinggi dan longsor bawah laut karena letusan gunung anak Krakatau. 

Peristiwa ini banyak menimbulkan kerusakan bahkan korban nyawa, tidak 

terkecuali di desa Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan. Kerusakan yang 

ditimbulkan meliputi kerusakan rumah-ruamah warga dan fasilitas umum yang 

berada di sekitar wilayah pesisir. 

 

16 Indri Laras Sundari , “Status Penguasaan Tanah Sempadan Pantai oleh Masyarakat di Pesisir 

Pantai Ujong Blang Lhokseumawe,” Locus Journal of Academic Literature Review 2, No. 2 (2023), 

hlm 3. 
17 Syamsul Maarif Fitri Andrianti Indah Gustaman, Hayatul Khairul Rahmat, Joshua Banjarnahor, 

“Peran Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung dalam Masa Tanggap Darurat Tsunami Selat 

Sunda Tahun 2018,” Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 9, No. 4 (2022), hlm 3. 
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Seiring berjalan nya waktu dan paska pemulihan dari tsunami 2018 banyak 

masyarakat yang melakukan penguasaan dan pemanfaatan tanah di wilayah 

sempadan pantai Desa Rajabasa. Hal ini dibuktikan dengan banyak nya tempat 

tinggal masyarakat yang berada di daerah dekat Pantai. Keadaan ini tentu 

menimbulkan pertanyaan mengenai Legalitas dari hak atas tanah yang dikuasai 

oleh masyarakat di wilayah sempadan pantai tersebut. Serta tentunya dalam 

kepastian hukumnya dapat berpotensi menimbulkan konflik penguasaan tanah yang 

akan berdampak pada kegiatan sosial ekonomi masyarakat setempat dalam 

memanfaatkan pantai sebagai sumber penghidupan dan keberlangsungan hidup. 

Penguasaan tanah oleh masyarakat di wilayah sempadan pantai berpotensi 

menimbulkan permasalahan atau konflik pertanahan. Hal tersebut disebabkan 

karena tanah yang berada di kawasan sempadan pantai pada dasarnya merupakan 

tanah milik negara atau berada dalam penguasaan negara, namun dalam praktiknya 

banyak yang telah dikuasai secara fisik oleh masyarakat. Kondisi ini menyebabkan 

ketidakjelasan status hukum atas penguasaan tanah tersebut serta menimbulkan 

ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang menempati atau memanfaatkan lahan 

di kawasan sempadan pantai.18 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LN. 2017/No. 77, TLN No. 6042) 

menyebutkan bahwa pendirian bangunan di wilayah sempadan pantai dibatasi dan 

hanya diperkenankan untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai, pelabuhan, bandar 

udara, dan pembangkitan tenaga listrik. Sehingga hal ini menjadi sebuah persoalaan 

apakah wilayah sempadan pantai diperuntukan menjadi kawasan lindung setempat 

atau untuk kebutuhan masyarakat. 

Masalah yang timbul pada wilayah sempadan pantai desa Rajabasa adalah 

dalam hal bentuk dan praktik penguasaan dan pemanfaatan wilayah sempadan yang 

sebagian besar tidak dilandasi dengan alas hak yang didaftarkan kepada pemerintah, 

hal ini mejadi sebuah persoalan mengenai Legalitas dari hak atas tanah yang sudah 

dikuasi oleh masyarakat setempat untuk dijadikan timpat tinggal secara turun 

temurun. Berdasarkan permasalahan yang ada di atas maka judul penelitian ini 

 

18 Sundari, “Status Penguasaan Tanah Sempadan Pantai Oleh Masyarakat Di Pesisir Pantai Ujong 

Blang Lhokseumawe.” Locus Journal of Academic Literature Review 2, No. 2 (2023), hlm 3. 
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adalah ”Analisis Legalitas Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah 

Sempadan Pantai Desa Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung 

Selatan” 

 

1.2 Rumusan Permasalahan 

 

 

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, dirumuskan 2 (dua) 

rumusan permasalahan sebagai berikut: 

1) Bagaimanakah bentuk dan praktik penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh 

masyarakat di wilayah sempadan pantai Desa Rajabasa Kecamatan Rajabasa 

Kabupaten Lampung Selatan? 

2) Bagaimanakah legalitas atas tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh 

masyarakat di wilayah sempadan pantai Desa Rajabasa Kecamatan Rajabasa 

Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan peraturan perundang-undangan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

 

Setiap kegiatan penelitian harus memiliki tujuan yang hendak dicapai, tidak 

terkecuali penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

antara lain sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui bentuk dan praktik penguasaan serta pemanfaatan tanah oleh 

masyarakat di wilayah sempadan pantai Desa Rajabasa Kecamatan Rajabasa 

Kabupaten Lampung Selatan. 

2) Untuk mengetahui legalitas hak atas tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh 

masyarakat di wilayah sempadan pantai Desa Rajabasa Kecamatan Rajabasa 

Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 

 

Kegunaan dari kegiatan penelitian yang penulis lakukan ini antara lain adalah 

sebagai berikut: 
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1) Secara teoritis, hasil penulisan ini diharapkan dapat digunakan dalam 

perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum pertanahan atau hukum 

agraria serta dalam hal penguasaan tanah di wilayah sempadan pantai sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang sebagaimana telah diubah 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (LN.2014/No. 2, TLN No. 5490). 

2) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

sumbangan pemikiran bagi mahasiswa dalam proses pembelajaran yang dapat 

memberikan informasi kepada masyarakat mengenai status hak tanah diwilayah 

sempadan pantai serta diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi 

dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum. 



 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Legalitas Hak Atas Tanah 

 

2.1.1 Teori Kepastian Hukum 

 

 

Penyusunan dan penegakan hukum harus memperhatikan tiga unsur 

fundamental, yaitu kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan 

(zweckmassigkeit), dan keadilan (gerechtigkeit). Menurut Gustav Radbruch, ketiga 

unsur ini merupakan landasan utama yang membentuk cita hukum (idee des Rechts) 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan hukum, namun dalam praktiknya nilai-nilai 

tersebut tidak selalu harmonis dan sering berinteraksi dalam suatu ketegangan atau 

pertentangan. Ketika terjadi pertentangan maka yang diutamakan adalah keadilan 

hal ini karena pada hakikatnya hukum itu adalah untuk kepentingan manusia, bukan 

manusia untuk hukum.19 

Teori kepastian hukum dalam hukum pertanahan dapat dimaknai sebagai 

teori yang menjelaskan bahwa suatu pendaftaran tanah harus mempunyai kekuatan 

hukum yang pasti dengan segala akibatnya dapat dipertanggungjawabkan menurut 

hukum.20 Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kepastian 

hukum adalah sebuah perangkat hukum dari suatau negara yang mampu 

menjalankan sebuah hak dan kewajiban dari setiap negara.21 Perangkat hukum 

merupakan suatu aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara sehingga 

negara harus mempertimbangkan dengan hati-hati agar perangkat hukum tersebut 

dapat memastikan hak dan kewajiban setiap warga negaranya, agar keberadaan 

warga negara tersebut terlindungi. 

 

 

19 Siti Malikhatun Badriyah, 2010, Penemuan Hukum dalam Konteks Pencarian Keadilan, 

Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponogoro, hlm 12. 
20 Henry Suhardja, “Penyangkalan Tanda Tangan dalam Penghadap dalam peningkatan Jual Beli 

yang dibuat oleh Notaris,” Jurnal Lex Specialis 4, No. 1 (2023): hlm 8. 
21 Kamus Besar Bahasa Indonesia hlm 926. 
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Hukum memiliki fungsi utama sebagai sarana perlindungan terhadap 

kepentingan manusia. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum harus 

memperhatikan tiga unsur penting, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan 

keadilan. Menurut Sudikno Mertokusumo, tanpa adanya kepastian hukum, 

masyarakat tidak akan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, sehingga dapat 

menimbulkan keresahan. Kepastian hukum memiliki dua makna utama, yaitu 

pertama, adanya aturan yang bersifat umum sehingga tindakan yang diperbolehkan 

maupun yang dilarang dapat dipahami oleh setiap individu; dan kedua, sebagai 

bentuk perlindungan bagi individu dari kemungkinan dilakukannya tindakan 

sewenang-wenang oleh pemerintah. Dengan adanya aturan yang bersifat umum 

tersebut, batasan kewenangan negara serta hak-hak yang dimiliki dalam kehidupan 

bernegara dapat diketahui oleh masyarakat. 

Teori kepastian hukum selaras dengan tujuan utama dari pelaksanaan 

pendaftaran tanah, yaitu untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak 

atas tanah. Wujud nyata dari adanya kepastian hukum tersebut adalah 

diterbitkannya sertifikat tanah sebagai alat bukti yang sah bagi pemegang hak atas 

tanah.22 Dengan adanya kepastian hukum yang melahirkan sertifikat tanah melalui 

pendaftaran tanah maka, legalitas tanah menjadi jelas. 

Teori kepastian hukum dan konsep legalitas saling melengkapi dalam 

hukum pertanahan. Legalitas menjadi dasar formal atas hak tanah, sedangkan 

kepastian hukum memberikan jaminan perlindungan dan pengakuan negara atas 

hak tersebut. Keduanya diwujudkan melalui pendaftaran tanah dan penerbitan 

sertifikat, sehingga hak atas tanah dapat diakui, dilindungi, dan dipertahankan 

secara sah di mata hukum. 

Kata”lìegalitas” bìerasal dari bahasa latin yaitu lìex yang bìerarti undang- 

undang, atau dari kata jadian lìegalis yang bìerarti sah atau sìesuai dìengan kìetìentuan 

undang-undang. Dìengan dìemikian arti lìegalitas adalah dapat kita pahami sìebagai 

kìeabsahan mìenurut undang-undang.23 Sìedangkan Mìenurut Kamus Bìesar Bahasa 

Indonìesia (KBBI), lìegalitas mìerupakan kìeadaan sah atau kìeabsahan yang bìerarti 

 

22 Hìenry Suhardja, “Pìenyangkalan Tanda Tangan dalam Pìenghadap dalam pìeningkatan Jual Bìeli 

yang dibuat olìeh Notaris,” Jurnal Lìex Spìecialis 4, No. 1 (2023): hlm 9. 
23 Moh Khasan, “Prinsip-Prinsip Kìeadilan Hukum dalam Asas Lìegalitas Hukum Pidana Islam 

(Justicìe Principlìes in Thìe Principlìe of Lìegality of Islamic Criminal Law),” Jurnal RìechtsVinding 6, 

No. 1 (2017) hlm 5. 
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perbuatan atau benda diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang 

mengatur24. 

Kata legalitas cenderung identik dengan hal-hal yang resmi. Legalitas 

merupakan salah satu cara untuk mengetahui tentang status sesuatu dengan 

mempertimbangkan dan menganalisa hal-hal tertentu untuk mendapatkan kepastian 

hukum. Sehingga Legalitas dalam hukum pertanahan dapat dimaknai sebagai 

kepastian hukum atas kepemilikan tanah yang di buktikan dengan sertipikat tanah. 

Pendaftaran tanah memiliki peranan yang sangat penting karena melalui 

proses tersebut masyarakat dapat dengan mudah membuktikan kepemilikan hak 

atas tanah yang dikuasainya, serta meminimalisir terjadinya sengketa kepemilikan 

tanah. Pendaftaran tanah merupakan serangkaian kegiatan yang diselenggarakan 

oleh pemerintah secara berkesinambungan dan teratur, yang meliputi kegiatan 

pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian, serta pemeliharaan data fisik 

dan data yuridis mengenai bidang-bidang tanah maupun satuan rumah susun. Data 

tersebut disajikan dalam bentuk peta dan daftar sebagai dasar administrasi 

pertanahan. Sebagai hasil dari proses pendaftaran tanah, pemegang hak diberikan 

sertifikat sebagai alat bukti yang sah atas kepemilikan tanahnya. Hal ini sejalan 

dengan tujuan utama penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana 

diamanatkan dalam Pasal 19 UUPA.25 Dengan demikian, perolehan sertipikat tidak 

dipandang sekadar sebagai suatu fasilitas, melainkan sebagai hak bagi pemegang 

hak atas tanah yang dijamin oleh undang-undang, sehingga memiliki legalitas yang 

sah secara hukum.. 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang telah diganti dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah (Lembar 

Negara tahun 1997 No. 59) yang memberikan penjelasan mengenai Sertipikat yang 

dapat dipahami sebagai surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian 

yang memiliki kekuatan hukum yang kuat terhadap data fisik dan data yuridis yang 

tercantum di dalamnya, sepanjang kesesuaian antara data fisik dan data yuridis 

tersebut dengan data yang tercatat dalam surat ukur serta keadaan bidang tanah yang 

 

 

 

24 Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm 833. 
25 FX Sumarja, 2010, Hukum Pendaftaran Tanah, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm 40. 
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bìersangkutan dapat dibuktikan.26 Karìena sìertipikat mìerupakan alat pìembuktian 

yang kuat dalam bukti kìepìemilikan tanah maka sìertipikat mìenjamin kìepastian 

hukum sìetiap orang yang mìenjadi pìemìegang hak atas suatu bidang tanah. Nìegara 

mìembìerikan jaminan kìepastian hukum kìepada pìemilik tanah atau pìemìegang 

sìertifikat ini karìena tìelah mìelakukan pìendaftaran tanahnya dalam sist ìem 

administrasi pìertanahan tìerlìebih dahulu. Dalam syst ìem pìertanahan inilah dapat 

dikìetahui siapa yang mìenjadi pìemìegang hak atas tanah, subyìek pìemìegang hak atas 

tanah, obyìek haknya, lìetak tanah, batas, dan luasnya sìerta pìerbuatan hukum yang 

dapat dikaitkan dìengan obyìek atas tanah t ìersìebut.27 

Lìegalitas hak atas tanah akan mìenciptakan kìepastian hukum yang dapat 

mìembìerikan pìerlindungan kìepada sìetiap orang yang mìenjadi pìemìegang hak atas 

tanah tìerhadap gangguan pihak lain dan mìencìegah timbulnya sìengkarta dìengan 

pihak lain. Jaminan kìepastian hukum tidak hanya dipìeruntukkan bagi pìemìegang 

hak atas tanah, mìelainkan juga dijadikan sìebagai kìebijakan pìemìerintah dalam 

rangka mìewujudkan tìertib administrasi pìertanahan, yang mìembìerikan kìewajiban 

kìepada pìemìerintah untuk mìelaksanakan pìendaftaran tanah di sìeluruh wilayah 

Indonìesia.28 

Dìesa Rajabasa adalah salah satu d ìesa yang bìerada di Kabupat ìen Lampung 

Sìelatan yang mìemiliki kawasan sìempadan pantai. Dalam P ìeratutan Daìerah 

Kabupat ìen Lampung Sìelatan Nomor 08 Tahun 2014 t ìentang Rìencana Zonasi 

Wilayah Pìesisir dan Pulau-Pulau Kìecil Kabupat ìen Lampung Sìelatan Tahun 2013- 

2033 mìenìegaskan wilayah sìempadan pantai dit ìetapkan sìelìebar 100 mìet ìer dari titik 

pasang t ìertinggi kìe arah darat sìelain itu dit ìegaskan pula pìencìegahan dan 

mìengìendalikan pìendirian bangunan di wilayah sìempadan pantai. Kìebijakan ini 

dilakukan untuk mìelindungi dan mìelìestarikan pantai sìerta mitigasi bìencana, namun 

dalam praktik nya masih banyak masyarakat di Dìesa Rajabasa Kìecamatan Rajabasa 

Kabupat ìen Lampung Sìelatan yang mìendirikan bangunan-bangunan di atas tanah 

wilayah sìempadan pantai. Hal ini dilakukan atas dasar adanya masyarakat tìerdahulu 

 

 

26 FX Sumarja, Upik Hamidah, Ati Yuniati ,2020, Pìengantar Hukum Agraria, Bandar Lampung, 

Pustaka Mìedia, hlm 78-79. 
27 Ati Yuniati, “Kìekuatan Sìertifikat Sìebagai Alat Bukti dalam Pìenyìelìesaian Sìengkìeta Tanah”, 

Justicia Sains 2, No 1, 2017, hlm 11. 
28 Anrian Sutìedi, 2012, Sìertifikat Hak Atas Tanah, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 30. 
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yang tanahnya t ìelah dimanfaatkan dan dikuasai sìecara turun-tìemurun di wilayah 

sìempadan pantai sìebagai t ìempat bìermukim tanpa dimilikinya alas hak atau 

sìertipikat tanah. Olìeh karìena itu, pìertanyaan mìengìenai lìegalitas tanah yang dikuasai 

olìeh masyarakat pìesisir t ìersìebut kìemudian timbulkan dari bìerbagai pihak. 

 

2.1.2 Hak Atas Tanah 

 

 

Pìengìertian hak atas tanah Sìecara Etimologi t ìerdiri dari kata “Hak” dan “atas 

tanah”. Pìengìertian hak bìerasal dari bahasa arab yakni Al-Haaq yang bìerarti milik, 

kìetìetapan, dan kìepastian.29Adapun atas tanah dapat diartikan p ìermukaan bumi 

(tanah) Sìedangkan mìenurut Kamus Bìesar Bahasa Indonìesia (KBBI), hak diartikan 

sìebagai kìewìenangan atau kìekuasaan untuk mìelakukan suatu pìerbuatan 

sìebagaimana tìelah dit ìetapkan dalam undang-undang, aturan-aturan, dan kìetìentuan 

lainnya.30 

Sìelanjutnya para ahli mìendìefinisikan hak atas tanah sìepìerti halnya K.Wantjik 

Salìeh didalam buku nya mìengìemukakan bahwa Hak atas tanah dimaknai sìebagai 

kìewìenangan yang dibìerikan kìepada pìemìegang hak untuk mìemanfaatkan tanah, 

sìepanjang pìelaksanaannya sìesuai dìengan batas-batas yang tìelah diatur dalam 

pìeraturan pìerundang-undangan yang bìerlaku. Sìedangkan mìenurut Soìedikno 

Mìertokusumo mìendìefinisikan hak atas tanah sìebagai suatu hak yang mìembìerikan 

kìewìenangan kìepada yang mìempunyai hak untuk mìenggunakan atau mìengambil 

manfaat dari tanah yang dihakinya.31 

Pasal 4 ayat (1) UUPA mìenyatakan bahwa “Atas dasar hak mìenguasai nìegara 

atas tanah sìebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditìentukan adanya macam-macam 

hak atas pìermukaan bumi yang disìebut tanah. Hak-hak tìersìebut dapat dibìerikan 

kìepada dan dimiliki olìeh individu, baik sìecara pìersìeorangan maupun bìersama-sama 

dìengan pihak lain”.32 Kìet ìentuan t ìersìebut mìenunjukan bahwa dasar dari adanya hak 

 

 

 

29 Imam Mustofa, “Pìelanggaran Hak Kìekayaan Intìelìektual (HaKI) Dalam Pìerspìektif Hukum Islam,” 

Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 4, No. 1 (2010): hlm 8. 
30 Kamus Bìesar Bahasa Indonìesia, hlm 502. 
31 Umar Said Sugiharto dkk, 2015, Hukum Pìengadaan Tanah, Malang, Sìetara Prìess, hlm77. 
32 Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tìentang Pìeraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Pasal 

4 ayat 1. 
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atas tanah bìerasal dari hak mìenguasai olìeh nìegara yang pìembìeriannya dapat 

dilakukan kìepada pìersìeorangan maupun badan hukum 

Pìengìertian hak atas tanah adalah hak yang akan mìembìeri wìewìenang kìepada 

pìemìegang haknya untuk mìenggunakan dan mìengambil manfaat dari tanah yang 

dikuasainya.33 Dari pìengìertian t ìersìebut dapat kita pahami kata mìenggunakan” 

mìerujuk pada mìendirikan bangunan atau hunian sìedangkan untuk kata “mìengambil 

manfaat” bìerarti hak atas tanah yang bukan untuk mìendirikan bangunan misalnya 

untuk kìepìentingan pìertanian, Pìerkìebunan, Pìerikanan dan pìetìernakan. 

Wìewìenang pìenggunaan tanah yang bìersumbìer dari hak atas tanah sìebagaimana 

tìelah diuraikan sìebìelumnya dipìerluas hingga mìencakup pìemanfaatan sìebagian 

tubuh bumi yang bìerada di bawah pìermukaan tanah dan air, sìerta ruang yang 

tìerlìetak di atasnya. Pìemanfaatan tìersìebut dibatasi sìebagaimana diatur dalam Pasal 

4 ayat (2) UUPA, yang mìenìegaskan bahwa pìenggunaan tubuh bumi hanya dapat 

dilakukan sìepanjang dipìerlukan bagi kìepìentingan yang sìecara langsung bìerkaitan 

dìengan pìenggunaan tanah yang bìersangkutan, sìerta dilaksanakan dalam batas-batas 

yang dit ìentukan olìeh UUPA dan pìeraturan pìerundang-undangan lainnya yang lìebih 

tinggi. 

1)  Macam-Macam Hak Atas Tanah 

Macam-macam hak atas tanah diatur dalam Pasal 16 UUPA dan juga dalam 

pìeraturan pìemìerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 t ìentang Hak Guna Usaha, Hak 

Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah. Dalam Pasal 16 dan Pasal 53 UUPA macam- 

macam hak atas tanah dikìelompokan mìenjadi tiga bidang yaitu:34. 

(1) Hak atas tanah yang bìersifat tìetap dipahami sìebagai hak-hak atas tanah yang 

kìebìeradaannya tìetap diakui sìelama UUPA masih bìerlaku dan bìelum dibìentuk 

undang-undang baru yang mìengaturnya. Jìenis-jìenis hak atas tanah yang 

tìermasuk dalam katìegori ini mìeliputi:: 

a. Hak milik; 

b. Hak guna usaha; 

c. Hak guna Bangunan; 

d. Hak pakai; 
 

 

33 Urip Santoso, 2015, Pìerolìehan Hak Atas Tanah, Jakarta,Prìenada Mìedia, hlm 16. 
34 Urip Santoso,2012,Hukum Agraria Kajian Kompìerìehìensif, Jakarta, Prìenadamìedia Group, hlm 90. 
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e. Hak sìewa bangunan: 

f. Hak mìembuka tanah; 

g. Hak mìemungut hasil hutan. 

(2) Hak atas tanah yang dit ìetapkan dìengan undang-undang dipahami sìebagai hak 

atas tanah yang kìebìeradaannya akan dibìentuk di kìemudian hari dan 

pìenìetapannya dilakukan mìelalui undang-undang. Hingga saat ini, jìenis hak atas 

tanah dalam katìegori t ìersìebut bìelum dit ìetapkan. 

(3) Hak atas tanah yang bìersifat sìemìentara dipahami sìebagai hak atas tanah yang 

kìebìeradaannya hanya diakui untuk jangka waktu t ìertìentu dan pada akhirnya 

akan dihapuskan karìena dinilai bìert ìentangan dìengan kìet ìentuan Undang- 

Undang Pokok Agraria (UUPA). Olìeh karìena itu, hak atas tanah dalam kat ìegori 

ini bìersifat sìemìentara. Jìenis-jìenis hak atas tanah tìersìebut mìeliputi: 

a. Hak gadai; 

b. Hak usaha bagi hasil; 

c. Hak mìenumpang; 

d. Hak sìewa tanah pìertanian; 

e. Hak bagi hasil. 

Dalam Pasal 16 UUPA juga dijìelaskan jìenis-jìenis hak yang bìerkaitan dìengan 

air dan ruang angkasa, yaitu hak guna air, hak pìemìeliharaan dan pìenangkapan ikan, 

sìerta hak guna ruang angkasa. Sìemìentara itu, hak atas tanah yang bìersifat sìemìentara 

diatur dalam Pasal 53 UUPA, yang mìeliputi hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak 

mìenumpang, dan hak sìewa tanah pìertanian. Pìengaturan tìerhadap hak-hak tìersìebut 

dilakukan untuk mìembatasi sifat-sifatnya yang dinilai bìert ìentangan dìengan 

kìetìentuan UUPA, sìehingga pìenghapusannya diupayakan dapat dilaksanakan dalam 

jangka waktu yang singkat.35 

Bìerdasarkan asal tanahnya, hak-hak atas tanah diklasifikasikan kìe dalam dua 

katìegori. Pìertama, hak atas tanah yang bìersifat primìer dipahami sìebagai hak yang 

bìersumbìer dari nìegara, yang mìeliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna 

bangunan atas tanah nìegara, sìerta hak pakai atas tanah nìegara. Kìedua, hak atas 

tanah yang bìersifat sìekundìer dipahami sìebagai hak yang bìersumbìer dari pihak lain. 

 

35 FX Sumarja, Upik Hamidah, Ati Yuniati, 2020, Pìengantar Hukum Agraria, Bandar 

Lampung,Pustaka Mìedia, hlm 69. 
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Hak-hak atas tanah sìebagaimana tìercantum dalam Pasal 16 jo Pasal 53 UUPA 

tidak bìersifat limitatif, sìehingga kìemungkinan adanya jìenis hak atas tanah baru 

yang akan dit ìetapkan dan diatur sìecara khusus mìelalui undang-undang di kìemudian 

hari. 

2). Hapusnya hak atas tanah 

Faktor-faktor yang mìenjadi pìenyìebab hapusnya hak atas tanah adalah sìebagai 

bìerikut: 

a. Dilìepaskan olìeh pìemìegang haknya; 

b. Dicabut untuk kìepìentingan umum; 

c. Dit ìelantarkan; 

d. Pìemìegang hak atas tanah tidak mìemìenuhi syarat subyìek hak atas tanah; 

e. Hak atas tanah tidak dipìerpanjang jangka waktunya; 

f. Hak atas tanah tidak dipìerbarui haknya; 

g. Putusan pìengadilan yang t ìelah bìerkìekuatan hukum tìetap; 

h. Tanahnya musnah. 

 

 

2.2 Kìepìemilikan atau Pìenguasaan Tanah 

 

Kìepìemilikan atas tanah sìecara umum dapat dipahami sìebagai hak untuk 

mìenguasai dan mìemanfaatkan tanah. Di samping t ìerminologi kìepìemilikan t ìerdapat 

pula t ìerminologi pìenguasaan atas tanah, yang mìemiliki makna yang lìebih luas dari 

kìepìemilikan. Sìedangkan dalam Kamus Bìesar Bahasa Indonìesia (KBBI) 

Pìenguasaan atas tanah dapat diartikan sìebagai wìewìenang atau kìesanggupan untuk 

mìemiliki tanah sìecara fisik maupun sìecara yuridis.36 

Mìenurut Boìedi Harsono, pìenguasaan atas tanah mìerupakan sìerangkaian 

wìewìenang, kìewajiban, sìerta larangan yang mìelìekat pada pìemìegang hak atas tanah 

untuk mìelakukan tindakan t ìertìentu tìerhadap tanah yang dikuasainya.37 Dìengan 

dìemikian, dapat dipahami bahwa p ìenguasaan atas tanah mìerupakan hak atau 

kìewìenangan yang didasarkan pada suatu hak maupun kuasa, yang pada praktiknya 

 

 

36 Kamus Bìesar Bahasa Indonìesia, hlm 764. 
37 Ratna Nur Pratiwi and Fatma Ulfatun Najicha, “Mìengìenal Macam-Macam Hak Atas Tanah Di 

Indonìesia Sìesuai Dìengan UUPA,” Jurnal Hukum 4, no. 2 (2021): hlm 1. 
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memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan perbuatan hukum 

terhadap tanah tersebut, sebagaimana halnya pemegang hak atas tanah yang sah.38 

Penguasaan atas tanah dibedakan menjadi 2 bagian yakni penguasaan secara 

yuridis dan penguasaan secara fisik. Penguasaan yuridis artinya penguasaan atas 

tanah yang dilandasai hak yang umumnya memberikan kewenangan kepada 

pemegang hak untuk menguasai secara fisik hak yang dihaki. Sedangkan 

penguasaan secara fisik artinya penguasaan fisik dari suatu tanah dilakukan oleh 

pihak lain. Pada umumnya penguasaan dapat diperoleh melalui proses pengambilan 

yang artinya tanpa persetujuan dari penguasa sebelumnya dan melalui proses 

penyerahan yaitu dengan persetujuan dari penguasa sebelumnya. 

UUPA menyebutkan hak penguasaan atas tanah meliputi Hak Guna Usaha, 

Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan hak-hak yang diatur dalam peraturan 

pelaksana lainnya. Hak-hak tersebut berisi wewenang untuk memakai tanah yang 

bukan miliknya yakni tanah negara atau tanah milik orang lain dengan jangka 

tertentu dan keperluan yang tertentu pula. 

Selain itu, tata cara perolehan hak atas tanah juga diatur dalam UUPA. Tata 

cara perolehan hak atas tanah dipahami sebagai mekanisme yang meliputi 

pemberian, perpanjangan, pembaruan, dan perubahan hak atas tanah. Pemberian 

hak atas tanah diartikan sebagai tindakan hukum berupa pemberian hak atas tanah 

yang sebelumnya dikuasai langsung oleh negara kepada seseorang, beberapa orang, 

atau suatu badan hukum. Perpanjangan hak atas tanah dipahami sebagai pemberian 

perpanjangan jangka waktu berlakunya suatu hak atas tanah. Sementara itu, 

pembaruan hak atas tanah dimaknai sebagai pemberian hak baru atas tanah yang 

bersangkutan, yang dimungkinkan berbeda dari jenis hak yang sebelumnya 

melekat. 

Penguasaan dan pemilikan hak atas tanah dipandang sebagai indikator 

penting dalam pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan hak atas tanah. Istilah 

“dikuasai” dan “dipergunakan” pada prinsipnya dibedakan, karena penggunaan 

dimaknai sebagai tujuan dari penguasaan. Namun, dalam praktiknya, perbedaan 

pengertian tersebut kerap menimbulkan perbedaan pemahaman di kalangan 

 

38 Zuman Malaka, “Kepemilikan Tanah dalam Konsep Hukum Positif Indoensia, Hukum Adat dan 

Hukum Islam,” Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam 21, No. 1 (2018), 

hlm 6. 
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masyarakat. Sìebidang tanah yang tìelah dikuasai sìering kali dipandang sìebagai tanah 

yang pìenggunaannya dapat disìesuaikan sìepìenuhnya dìengan kìepìentingan pihak 

yang mìenguasainya. Pìerbìedaan pandangan tìersìebut kìemudian dipahami sìebagai 

salah satu faktor yang mìemicu tìerjadinya pìersìelisihan pìenguasaan tanah antara 

masyarakat dan pìemìerintah.39 

 

2.3 Pìemanfaatan Tanah 

 

Kamus Bìesar Bahasa Indonìesia (KBBI) mìembìerikan pìengìertian Pìemanfaatan 

sìebagai sìebuah cara, prosìes atau suatu pìerbuatan yang mìembuat sìesuatu mìenjadi 

bìermanfaat. Sìedangkan tanah dapat dipahami sìebagai suatu pìermukaan bumi 

sìehingga dapat kita pahami pìemanfatan tanah adalah sìebagai suatu cara atau prosìes 

mìenggunakan tanah untuk mìendapatkan nilai tambah dìengan mìenjadikan tanah 

bìermanfaat dan bìerguna.40 

Pasal 1 butir (4) PP Nomor 16 Tahun 2004 t ìentang Pìenatagunaan Tanah 

mìenyatakan bahwa pìemanfaatan tanah adalah kìegiatan untuk mìendapatkan nilai 

tambah tanpa mìengubah wujud fisik pìenggunaan tanahnya.41 Sìelanjutnya, 

pìemanfaatan tanah dipahami sìebagai suatu prosìes pìenyìelìenggaraan kìegiatan 

pìenggunaan lahan, baik yang dip ìeruntukkan bagi kìepìentingan pìertanian maupun 

nonpìertanian yang bìertujuan untuk mìengoptimalkan fungsi tanah dalam mìendukung 

bìerbagai usaha pìengambilan manfaat. Prosìes ini dilakukan dìengan 

mìempìertimbangkan aspìek tìeknis dan ìekologis agar pìenggunaan tanah dapat 

mìembìerikan nilai tambah yang maksimal sìesuai dìengan karakt ìeristik fungsional 

tanah t ìersìebut. Sìelain itu, pìemanfaatan tanah harus mìempìerhatikan aspìek 

lingkungan, kìebutuhan dan kìepìentingan masyarakat, sìerta dinamika waktu agar 

hasil atau jasa yang dipìerolìeh dari tanah dapat bìerkìelanjutan dan mìembìerikan 

kontribusi positif tìerhadap pìembangunan sosial-ìekonomi.42 

 

 

 

 

39 Rudy, 2012, “Wajah Hukum dalam Rìealitas”, Bandar Lampung, Univìersitas Lampung, hlm 12 
40 Kamus Bìesar Bahasa Indonìesia hlm 889. 
41 Pìeraturan Prìesidìen No. 16 Tahun 2004 tìentang Pìenatagunaan Tanah, Pasal 1 butir (4). 

42 Sam, Irsal Marsudi, Sìetiowati, and Rahmat Riyadi, “Analisis Pìenguasaan, Pìemilikan , Pìenggunaan 

dan Pìemanfaatan Tanah di Sìempadan Pantai di Kìelurahan Bintarorìe”, Tunah Agraria 3, No 2, (2020), 

hlm 8. 
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Pìemanfaatan tanah dapat ditingkatkan d ìengan kìetìentuan tidak mìengubah 

pìeruntukan atau fungsi utamanya, sìerta tìetap mìempìerhatikan hak atas tanah dan 

kìepìentingan masyarakat. Pada kawasan lindung, optimalisasi pìemanfaatan tanah 

dapat dilakukan untuk kìegiatan yang bìersifat non-ìekstraktif, sìepìerti pìendidikan, 

pìenìelitian, pìengìembangan ilmu pìengìetahuan dan tìeknologi, sìerta ìekowisata, 

sìepanjang tidak mìenimbulkan gangguan tìerhadap fungsi pìerlindungan dan 

kìelìestarian lingkungan kawasan t ìersìebut.43 

Bìerdasarkan kìetìentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 t ìentang 

Pìerubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 t ìentang Pìengìelolaan 

Wilayah Pìesisir dan Pulau-Pulau Kìecil, dinyatakan bahwa sìetiap kìegiatan 

pìemanfaatan tanah atau ruang di wilayah p ìesisir dan pulau-pulau kìecil diwajibkan 

untuk mìemiliki izin lokasi. Izin lokasi t ìersìebut digunakan sìebagai dasar hukum 

dalam pìembìerian izin pìengìelolaan, sìehingga pìenyìelìenggaraan sìetiap bìentuk 

pìemanfaatan ruang di wilayah p ìesisir dapat dilaksanakan sìecara tìertib dan sìelaras 

dìengan kìet ìentuan pìeraturan pìerundang-undangan yang bìerlaku. 

2.4 Wilayah Sìempadan Pantai 

 

 

Pìengìertian Sìempadan Pantai sìecara Etimologi mìemiliki arti batas atau tìepi 

dari pantai. Sìedangkan dalam Kamus Bìesar Bahasa Indonìesia (KBBI) kata 

“Sìempadan” mìemiliki arti batas atau tanda batas dan “Pantai” mìemiliki arti tìepi 

laut atau pìesisir, sìehingga sìempadan pantai dapat dipahami sìebagai wilayah daratan 

yang mìenjadi tanda batas dari tìepi laut atau pìesisir.44 

Sìecara umum, makna dari sìempadan pantai adalah daìerah atau wilayah yang 

bìerada di sìekitar garis pantai atau t ìepi laut. Sìelanjutnya Kìet ìentuan mìengìenai 

sìempadan pantai diatur dalam Pasal 1 angka (1) dan (2) Pìeraturan Prìesidìen Nomor 

51 Tahun 2016 tìentang Batas Sìempadan Pantai dalam pìeraturan tìersìebut dijìelaskan 

bahwa batas sìempadan pantai mìerupakan ruang sìempadan pantai yang dit ìetapkan 

bìerdasarkan mìetodìe tìertìentu. Sìemìentara itu, sìempadan pantai didìefinisikan sìebagai 

daratan yang t ìerlìetak sìepanjang t ìepian pantai dìengan lìebar yang dit ìentukan sìecara 

proporsional sìesuai dìengan bìentuk dan kondisi fisik pantai, dìengan kìetìentuan lìebar 

 

43 Ibid. 
44 Kamus Bìesar Bahasa Indonìesia, hlm 1306. 
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minimal 100 (sìeratus) mìet ìer dari titik pasang air laut t ìertinggi kìe arah darat.45 

Sìedangkan mìenurut Kìeputusan Prìesidìen Nomor 32 Tahun 1990 t ìentang 

Pìengìelolaan Kawasan Lindung, sìempadan pantai mìerupakan bagian tìertìentu di 

sìepanjang garis pantai yang mìemiliki fungsi pìenting dalam mìenjaga kìelìestarian dan 

kìebìerlanjutan ìekosistìem pantai. 

Wilayah sìempadan pantai tidak dapat dipisahkan dari wilayah p ìesisir dan 

pantai. Hal ini mìenunjukkan bahwa sìetiap pantai sìenantiasa mìemiliki zona 

sìempadan pantai sìerta wilayah pìesisir yang mìembìentuk satu kìesatuan ìekosist ìem 

yang saling bìerhubungan. Bìerdasarkan Pìeraturan Prìesidìen Nomor 51 Tahun 2016 

tìentang Batas Sìempadan Pantai, pantai dimaknai sìebagai wilayah yang bìerada di 

antara garis air laut tìerìendah pada saat surut dan garis air laut t ìertinggi pada saat 

pasang. 

Mìenurut Cambìers dalam jurnal Ahmad Pìerwira dan Ahmad Bima 

pìerkìembangannya wilayah sìempadan pantai mìemiliki bìebìerapa fungsi yaitu: 

1) Sìebagai zona pìenyangga artinya wilayah sìempadan pantai dapat bìerfungsi 

sìebagai daìerah atau zona untuk mìenyangga antara lautan dìengan sarana 

prasarana (insfrastruktur); 

2) Wilayah Sìempadan Pantai dapat digunakan untuk mìengurangi kìerusakan lahan 

pantai akibat gìelombang yang tinggi; 

3) Sìebagai wilayah r ìekrìeasi artinya wilayah sìempadan pantai dapat bìerfungsi 

sìebagai t ìempat rìekrìeasi bagi masyarakat. 

olìeh karìena itu kawasan sìempadan pantai ini mìemiliki fungsi yang sangat pìenting 

tìerutama dalam upaya pìencìegahan t ìerjadinya abrasi pantai sìerta pìerlindungan 

kawasan pantai dari bìerbagai kìegiatan yang bìerpotìensi mìengganggu atau mìerusak 

fungsi dan kìelìestariannya.46 

Pìenìentuan garis sìempadan pantai dapat dilihat dalam Pasal 6 P ìeraturan 

Prìesidìen Nomor 51 Tahun 2016 tìentang Batas Sìempadan Pantai (LN.2016/NO.113) 

yang mìengatur bahwa:47 

 

 

 

45 Sundari, “Status Pìenguasaan Tanah Sìempadan Pantai Olìeh Masyarakat Di Pìesisir Pantai Ujong 

Blang Lhoksìeumawìe.” Locus Jounal of Acadìemic Litìeraturìe Rìeviìew 2, No 2, (2020), hlm 5. 
46 Ibid. 
47 Pìeraturan Prìesidìen No 51 Tahun 2016 tìentang Batas Sìempadan Pantai, Pasal 6. 
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1) Pìenìetapan batas sìempadan pantai wajib disìesuaikan dìengan karaktìeristik 

topografi, kondisi biofisik, hidro-osìeanografi wilayah pìesisir, kìebutuhan 

ìekonomi dan sosial budaya masyarakat, sìerta kìetìentuan lain yang bìerkaitan. 

2) Pìenìetapan batas sìempadan pantai harus mìengacu pada kìetìentuan sìebagai 

bìerikut: 

a. Upaya pìerlindungan tìerhadap gìempa dan/atau tsunami; 

b. Upaya Pìerlindungan pantai dari ìerosi atau abrasi; 

c. Upaya Pìerlindungan sumbìer daya buatan di pìesisir dari badai, banjir, dan 

bìencana alam lainnya; 

d. Upaya Pìerlindungan tìerhadap ìekosist ìem pìesisir sìepìerti lahan basah, 

mangrovìe, tìerumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, ìestuaria, dan dìelta; 

e. Upaya Pìengaturan aksìes publik; dan 

f. Upaya Pìengaturan untuk saluran air dan limbah. 

Dari pìenjìelasan di atas dapat dikìetahui pìenìentuan batas wilayah sìempadan pantai 

harus disìesuikan dalam bìerbagai faktor dan kìetìentuan-kìet ìentuan t ìertìentu. 

Pìeraturan Mìent ìeri Agraria dan Tata Ruang/Kìepala Badan Pìertanahan 

Nasional Nomor 17 Tahun 2016 t ìentang Pìenataan Pìertanahan di Wilayah P ìesisir 

dan Pulau-Pulau Kìecil mìembìerikan pìenjìelasan mìengìenai pìenataan pìertanahan di 

wilayah pìesisir, tìermasuk dìefinisi-dìefinisi pìenting tìerkait kawasan t ìersìebut. Dalam 

kìetìentuan tìersìebut, wilayah pìesisir dimaknai sìebagai kawasan pìeralihan antara 

ìekosist ìem darat dan ìekosist ìem laut yang dipìengaruhi olìeh dinamika pìerubahan pada 

kìedua ìekosist ìem t ìersìebut. Sìelanjutnya, pìerairan pìesisir dipahami sìebagai wilayah 

laut yang bìerbatasan langsung dìengan daratan, yang cakupannya mìeliputi pìerairan 

hingga sìejauh 12 (dua bìelas) mil laut yang diukur dari garis pantai, s ìerta tìermasuk 

pìerairan yang mìenghubungkan pantai dìengan pulau-pulau, ìestuaria, tìeluk, pìerairan 

dangkal, rawa payau, dan laguna. Pantai didìefinisikan sìebagai kawasan pìertìemuan 

antara laut dan daratan, yang p ìengukurannya dilakukan pada kondisi pasang 

tìertinggi dan surut tìerìendah. Adapun sìempadan pantai dipahami sìebagai wilayah 

daratan yang tìerlìetak sìepanjang t ìepian pantai, dìengan lìebar yang dit ìetapkan sìecara 

proporsional sìesuai dìengan bìentuk sìerta kondisi fisik pantai, d ìengan kìet ìentuan 

paling sìedikit 100 (sìeratus) mìetìer dari titik pasang tìertinggi kìe arah darat. Dìengan 

dìemikian, pìeraturan ini mìembìerikan landasan yang jìelas mìengìenai batasan dan 
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pìenataan pìertanahan di wilayah pìesisir untuk mìendukung pìengìelolaan yang 

bìerkìelanjutan. 

Kawasan sìempadan pantai mìemiliki karaktìeristik khusus karìena wilayahnya 

bìerhubungan langsung dìengan ìekosist ìem pantai dan laut. Di banyak nìegara, 

tìermasuk Indonìesia, wilayah sìempadan pantai sìering kali mìenjadi fokus pìerhatian 

dalam hal rìegulasi dan pìembìerian hak atas tanah karìena mìemiliki nilai stratìegis baik 

dari sìegi lingkungan, ìekonomi, maupun sosial. 48 Pìemanfaatan dan pìengìelolaan 

kawasan sìempadan pantai pìerlu diprioritaskan dìengan tìetap mìengìedìepankan 

prinsip kìelìestarian lingkungan. Dalam pìelaksanaannya, kìegiatan tìersìebut harus 

mìempìerhatikan asas kìeadilan. 

Pìembìerian hak atas tanah pada kawasan sìempadan pantai masih t ìergolong 

rancu. Sampai pada tingkatan Pìeraturan Mìent ìeri Agraria dan Tata Ruang/Kìepala 

Badan Pìertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tìentang Pìenataan Pìertanahan di 

Wilayah Pìesisir dan Pulau-Pulau Kìecil sìekalipun tidak dijìelaskan sìecara lugas dan 

ìeksplisit apakah bagi sìempadan pantai dapat dibìerikan sìertipikat sìebagai lìegalitas 

hak atas tanah atau tidak. Pìeraturan Mìent ìeri Agraria dan Tata Ruang/Kìepala Badan 

Pìertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 t ìentang Pìenataan Pìertanahan di 

Wilayah Pìesisir dan Pulau-Pulau Kìecil hanya mìencantumkan pìengìertian sìempadan 

pantai pada Pasal 1 angka 7 d ìengan mìengutip pìengìertian dari Undang-Undang 

Nomor 27 Tahun 2007.49 

Dìesa Rajabasa Kìecamatan Rajabasa Kabupat ìen Lampung Sìelatan mìemiliki 

wilayah sìempadan pantai dìengan kondisi gìeografis yang langsung bìerhadapan 

langsung dìengan sìelat sunda sìehingga mìemiliki garis pantai yang cukup panjang. 

Banyak masyarakat yang mìendirikan bangunan di wilayah sìempadan pantai yang 

digunakan sìebagai t ìempat hunian. 

 

 

 

 

 

 

48 Rhìeza Kurnia Adinìegoro Randy, “Analisis Yuridis Pìembìerian Hak Atas Tanah Di Sìempadan 

Pantai (Analysis Rìegarding thìe Granting of Land Rights on thìe Coastal Bordìer),” Jurnal Pìertanahan 

13, No. 2 (2023): hlm 2. 
49 Salvian Kumara ìet al., “Kìepastian Hukum Atas Pìen ìerbitan Sìertipikat Hak Pakai Bagi Pìemilik 

Sìebidang Tanah yang Dipìeruntukkan Sìebagai Sìempadan Pantai,” Jurnal Education 8, No. 2 (2020): 

hlm 4. 
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2.5 Pìengìertian tìentang Pìenduduk, Rakyat, Masyarakat, dan Warga Nìegara 

 

 

Istilah pìenduduk dalam kìehidupan sìehari-hari sìering disamakan dìengan 

istilah rakyat, padahal kìeduanya mìemiliki makna yang bìerbìeda. Untuk mìengìetahui 

pìerbìedaan dari kìeduanya harus mìemahami dìefinisi dari istilah pìenduduk dan rakyat 

itu sìendiri. 

Undang-Undang Dasar 1945 mìembìerikan istilah “Rakyat Indonìesia” dan 

“Rakyat” tidak mìendapat pìenjìelasan lìebih lanjut. Sìedangkan sìecara Etimilogi 

rakyat bìerasal dari bahasa Arab yakni "raʿīyah" kata dasar ini mìemiliki arti 

“kawanan tìernak yang dipìelihara” kìemudian dapat kita artikan sìebagai orang-orang 

yang dipimpin atau dipìerintah olìeh sìeorang pìenguasa atau pìemìerintah. Kìemudian 

Kamus Bìesar Bahasa Indonìesia (KBBI) mìendìefinisikan Rakyat adalah sìegìenap 

pìenduduk di suatu nìegara.50 Sìelanjutnya para ahli mìendìefinikan rakyat salah 

satunya adalah mìenurut Kansil rakyat adalah sìemua orang yang bìerada diwilayah 

nìegara dan tunduk pada kìekuasaan dari nìegara tìersìebut.51. Sìelain itu tìerdapat asas 

yang mìenjadi pìenìentu sìesìeorang masuk kìedalam golongan rakyat t ìertìentu yakni 

asas sanguinis dan asas ius soli. 

Pìengìertian pìenduduk mìenurut Kamus Bìesar Bahasa Indonìesia (KBBI) 

Pìenduduk mìerupakan orang ataupun orang-orang yang mìendiami suatu tìempat 

(kampung, nìegìeri, pulau dan sìebagainya. Sìedangkan Badan Pusat Statistika 

mìendìefinisikan Pìenduduk adalah sìemua orang yang bìertìempat tinggal di wilayah 

Nìegara Kìesatuan Rìepublik Indonìesia sìelama 1 tahun atau lìebih dan atau mìerìeka 

yang bìerdomisili kurang dari 1 tahun tìetapi bìertujuan untuk mìenìetap sìelama 1 tahun 

atau lìebih.52 Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 t ìentang Administrasi 

Kìepìendudukan mìenyìebutkan Pìenduduk dipahami sìebagai Warga Nìegara Indonìesia 

dan warga nìegara asing yang bìert ìempat tinggal di wilayah Indonìesia. Yang 

dimaksud dìengan warga nìegara asing adalah individu yang bìert ìempat tinggal dan 

mìenìetap di suatu nìegara tìertìentu, namun tidak bìerasal dari nìegara tìersìebut dan 

tidak tìerdaftar sìebagai warga nìegara, kìebìeradaan warga nìegara asing di suatu 

 

50 Kamus Bìesar Bahasa Indonìesia, hlm 1159. 
51 FX Sumarja, 2016, “Rakyat Indonìesia dalam Pìerspìektif Konstitusi Agraria”, Bandar Lampung, 

Sai Wawai Publishing. Hlm 14 
52 Kamus Bìesar Bahasa Indonìesia, hlm 369. 
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nìegara didasarkan pada tujuan tìertìentu, sìepìerti mìengikuti pìendidikan, mìenjalankan 

kìegiatan usaha, maupun kìepìentingan lainnya.53 Sìemìentara itu Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2021 tìentang Kìemigrasian mìendìefinikan orang asing adalah orang 

yang bukan warga nìegara Indonìesia. 

Pìenduduk adalah warga nìegara atau orang asing yang bìertìempat tinggal di 

indonìesia. Dìengan kata lain pìenduduk t ìerdiri dari warga nìegara dan non warga 

nìegara yang mìemiliki t ìempat tinggal tìetap disuatu nìegara. Sìehingga dari pìengìertian 

di atas para ahli sìepìerti Supomo dan Jimly Asshiddiqiìe mìembìerikan pìendapat 

mìengìenai pìenjìelasan apa yang dimaksud dìengan rakyat indonìesia dan pìenduduk. 

Rakyat Indonìesia mìerupakan warga nìegara indonìesia tidak tìermasuk warga nìegara 

asing walaupun bìertìempat tinggal di nìegara indonìesia artinya rakyat indonìesia 

hanya t ìerbatas pada warga nìegara saja tidak dìengan warga ngara asing. Sìedangkan 

pìenduduk mìemiliki pìengìertian yang lìebih luas, pìenduduk mìerupakan warga nìegara 

indonìesia atau warga nìegara asing yang bìert ìempat tinggal di indonìesia. Olìeh karìena 

itu istilah rakyat dìengan pìenduduk mìemiliki makna dan arti yang bìerbìeda.54 

Undang-Undang Dasar 1945 mìembìerikan pìerlindungan hukum baik untuk 

pìenduduk maupun sìetiap warga nìegara indonìesia. Artinya Undang-Undang Dasar 

1945 mìenjamin pìerlindungan hukum kìepada warga nìegara asing tidak hanya 

kìepada warga nìegaara indonìesia saja. 

Istilah pìenduduk juga tidak sama dìengan warga nìegara. Pìenduduk lndonìesia 

mìeliputi warga nìegara lndonìesia dan nìegara asing atau orang yang tidak 

mìempunyai kìewarganìeraan. Sìedangkan warga nìegara Indonìesia dapat mìenìetap 

sìebagai pìenduduk di nìegara lain tanpa sìecara otomatis mìengalami kìehilangan 

kìewarganìegaraanya.55 Kamus Bìesar Bahasa Indonìesia (KBBI) mìembìerikan 

pìengìertian Warga nìegara sìebagai warga dari sìebuah nìegara.56 Lìebih lanjut Undang- 

Undang Nomor 12 Tahun 2006 t ìentang Kìewarganìegaraan Rìepublik Indonìesia 

mìembìerikan dìefinisi mìengìenai Warga Nìegara adalah suatu warga nìegara yang 

dit ìetapkan bìerdasarkan pìeraturan pìerundang-undangan. 

 

53 Kahirul Aswadi, “Hak Warga Nìegara Asing Tìerhadap Harta Bìersama Bìerupa Bìenda Tìetap Pasca 

Putusan Cìerai,” Unizar Law Rìeviìew (ULR) 2, No. 1 (2019): 49. 
54 FX Sumarja, 2016, “Rakyat Indonìesia dalam Pìerspìektif Konstitusi Agraria”, Bandar Lampung, 

Sai Wawai Publishing. Hlm 16. 
55 Ibid hlm 23. 
56 Kamus Bìesar Bahasa Indonìesia hlm 1472. 
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Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 t ìentang Kìewarganìegaraan 

Rìepublik Indonìesia mìenyatakan bahwa Warga Nìegara Indonìesia adalah orang- 

orang bangsa Indonìesia asli sìerta orang-orang bangsa lain yang dit ìetapkan sìebagai 

warga nìegara mìelalui undang-undang. Pasal 27 Undang-Undang Dasar Nìegara 

Rìepublik Indonìesia Tahun 1945 mìenìegaskan bahwa sìeluruh warga nìegara mìemiliki 

kìedudukan yang sama di hadapan hukum dan p ìemìerintahan sìerta bìerkìewajiban 

mìenjunjung hukum dan pìemìerintahan tìersìebut tanpa adanya pìengìecualian. Sìelain 

itu, dit ìegaskan pula bahwa sìetiap warga nìegara bìerhak atas pìekìerjaan dan 

pìenghidupan yang layak bagi kìemanusiaan.57Artinya baik itu Warga Nìegara 

Indonìesia (WNA) atau Warga Nìegara Asing (WNI) mìemiliki kìedudukan yang sama 

dalam hukum. 

UUPA mìembìerikan kìewìenangan kìepada warga nìegara asing sìerta badan 

hukum asing yang bìerkìedudukan di Indonìesia untuk mìempìerolìeh hak atas tanah 

dalam bìentuk hak pakai, t ìermasuk hak untuk mìenggunakan tanah dan mìemungut 

hasilnya. Kìetìentuan tìersìebut diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42 UUPA, yang 

sìelanjutnya dijabarkan sìecara lìebih rinci dalam Pìeraturan Pìemìerintah Nomor 40 

Tahun 1996 tìentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas 

Tanah.Hak pakai dimaknai sìebagai hak untuk mìenggunakan dan/atau mìemungut 

hasil dari tanah yang bukan mìerupakan milik pìemìegang hak, baik yang bìerasal dari 

tanah nìegara maupun tanah yang bìerada di bawah hak milik pihak lain. Pìembìerian 

hak pakai dibìerikan untuk jangka waktu tìertìentu dan dapat dilakukan sìecara cuma- 

cuma ataupun dìengan kìewajiban pìembayaran bìerupa sìejumlah uang atau pìembìerian 

jasa kìepada pìemilik tanah.58 Alasan Hak pakai dibìerikan kìepada orang asing karìena 

sifatnya yang tìerbatas, sìehingga tidak mìembìerikan pìenguasaan pìenuh atas tanah 

kìepada pìemìegang hak t ìersìebut. 

Warga nìegara asing (WNA) hanya dapat dibìerikan hak atas tanah di Indonìesia 

sìepanjang pìenguasaan tìersìebut tidak mìerugikan atau mìengganggu kìepìentingan 

warga nìegara Indonìesia, sìerta kìebìeradaannya dipìerlukan olìeh pìemìerintah dalam 

rangka mìenunjang dan mìendukung pìembangunan ìekonomi nasional. Kìet ìentuan ini 

mìenìegaskan bahwa pìemilikan tanah olìeh orang asing harus sìelalu dilandasi olìeh 

 

57 Undang-Undang Dasar Rìepublik Indonìesia Tahun 1945, Pasal 27. 
58 Sri Endang Rayun W, Analisis Hukum Tìerhadap Kìepìemilikan Rumah Tìempat Tinggal/Hunian 

olìeh Orang Asing yang Bìerkìedudukan di Indonìesia, Jurnal dìe Jurìe 10, No 2, (2018), hlm 1. 
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kìepìentingan nasional, bukan sìemata-mata untuk kìepìentingan asing. Dìengan 

dìemikian, pìenggunaan dan pìengìelolaan tanah olìeh pihak asing harus diarahkan 

untuk mìembìerikan kontribusi yang nyata bagi k ìemajuan ìekonomi dan 

kìesìejaht ìeraan bangsa Indonìesia sìecara kìesìeluruhan.59 

Sìelain itu dalam suatu nìegara t ìerdapat istilah masyarakat. Istilah masyarakat 

bìerasal dari bahasa Arab syaraka yang bìerarti ikut sìerta dan bìerpartisipasi. 

Masyarkat juga disìebut dìengan “sociìety” artinya adalah int ìeraksi sosial, pìerubahan 

sosial, dan rasa kìebìersamaan, bìerasal dari kata latin socius yang bìerarti (kawan). 

Mìenurut Kamus Bìesar Bahasa Indonìesia (KBBI) Masyarakat mìerupakan sìejumlah 

manusia dalam arti sìeluas-luasnya dan tìerikat olìeh suatu kìebudayaan yang mìerìeka 

anggap sama.60 

Ralph Linton mìendìefinisikan masyarakat sìebagai sìetiap kìelompok manusia 

yang tìelah hidup dan bìekìerja bìersama cukup lama, sìehingga mìerìeka dapat mìengatur 

diri mìerìeka dan mìenganggap diri mìerìeka sìebagai suatu kìesatuan sosial dìengan 

batas-batas yang dirumuskan dìengan jìelas. Sìemìentara itu, Sìelo Soìemardjan 

mìendìefinisikan masyarakat sìebagai sìekìelompok orang yang hidup bìersama dan 

mìenghasilkan kìebudayaan, sìerta mìemiliki kìesamaan wilayah dan idìentitas, 

kìebiasaan, tradisi, sikap, dan rasa pìersatuan yang t ìerikat olìeh kìesamaan tìersìebut.61 

Sìecara umum, masyarakat dapat dipahami sìebagai sìekumpulan individu yang 

saling bìerint ìeraksi dalam suatu hubungan sosial, yang ditandai d ìengan adanya 

kìesamaan budaya, wilayah, idìentitas, kìebiasaan, tradisi, sikap, sìerta rasa pìersatuan 

di antara para anggotanya. Mìenurut Soìerjono Soìekanto, masyarakat pada umumnya 

mìempunyai ciri-ciri sìebagai bìerikut : 

1) Manusia yang hidup bìersama sìekurang-kurangnya tìerdiri atas dua orang; 

2) Bìercampur/bìergaul dalam jangka waktu yang cukup lama; 

3) Sadar bahwa mìerìeka mìerupakan satu kìesatuan; 

4) Mìerupakan suatu sist ìem hidup bìersama yang mìenimbulkan kìebudayaan sìebagai 

akibat dari pìerasaan saling tìerikat satu sama lain. 

 

 

59 FX Sumarja, 2016, “Rakyat Indonìesia dalam Pìerspìektif Konstitusi Agraria”, Bandar Lampung, 

Sai Wawai Publishing. Hlm 26. 
60 Kamus Bìesar Bahasa Indonìesia, hlm 924. 
61 Donny Prasìetyo, Irwansyah, “Mìemahami Masyarakat dan Pìerspìektifnya", Jurnal Manajìemìen 

Pìendidikan dan IImu Sosial 1, No. 2 (2020), hlm 2. 
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Sìelanjutnya mìenurut Soìerjono Soìekanto unsur-unsur pìembìentuk masyarakat 

adalah sìebagai bìerikut: 

1) Bìeranggotakan dua orang atau lìebih; 

2) Anggotanya sadar sìebagai satu kìesatuan; 

3) Bìerhubungan dìengan jangka waktu yang cukup lama yang mìenghasilkan 

manusia baru yang bìerkomunikasi, dan mìembuat aturan-aturan yang mìengatur 

hubungan antar anggota masyarakat; 

4) Mìenjadi sist ìem hidup bìersama yang mìenimbulkan kìebudayaan sìerta kìetìerkaitan 

antar anggota masyarakat. 

Bìerdasarkan mata pìencarian masyarakat dapat dibìedakan mìenjadi 

masyarakat pìedìesaan, masyarakat pìesisir dan masyarakat pìerkotaan. Masyarakat 

pìedìesaan cìendìerung mìengantungkan hidup pada sìektor pìertanian maupun 

pìerkìebunan. Masyarakat pìesisir adalah sìekumpulan individu yang hidup bìersama 

di wilayah pìesisir, yaitu wilayah transisi yang mìenandai t ìempat pìerpindahan antara 

wilayah darat dan laut atau sìebaliknya, yang mana sìebagian bìesar masyarakatnya 

hidup dari mìengìelola sumbìer daya pìesisir dan laut, baik yang dimanfaatkan sìecara 

langsung maupun tidak langsung.62 Masyarakat pìesisir hidup sìebagai nìelayan yang 

mìenggantungkan mata pìencaharian dìengan sumbìer daya laut. Dan masyarakat 

pìerkotaan cìendìerung bìermata bìencarian di sìektor indusrti, pìerdagangan maupun 

jasa. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

62 Adinda Dwi Fitria ìet al., “Pìerilaku dan Sikap Karaktìeristik Sìerta Ekonomi Masyarakat Pìesisir di 

Dusun XIV Dìesa Pìercut,” El-Mujtama: Jurnal Pìengabdian Masyarakat 4, no. 2 (2024): hlm 2. 



 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Pìendìekatan Pìenìelitian 

 

 

Pìendìekatan masalah yang digunakan dalam p ìenìelitian ini mìencakup 

pìendìekatan normatif dan pìendìekatan ìempiris. 

1) Pìendìekatan normatif mìerupakan pìendìekatan yang dilakukan mìelalui studi 

kìepustakaan dìengan cara mìenìelaah, mìengutip, dan mìenganalisis t ìeori-tìeori 

hukum sìerta pìeraturan pìerundang-undangan, tìermasuk dokumìen-dokumìen 

rìesmi dan sumbìer-sumbìer lain yang rìelìevan dìengan lìegalitas kìepìemilikan hak 

atas tanah di wilayah sìempadan pantai. 

2) Pìendìekatan ìempiris mìerupakan pìendìekatan yang dilakukan dìengan pìengamatan 

langsung untuk mìempìerolìeh kìejìelasan bìerdasarkan rìealita yang ada 

 

3.2 Sumbìer Data dan Jìenis Data 

 

Bìerdasarkan sumbìer data, pìenìelitian ini dibìedakan mìenjadi dua, yaitu data 

lapangan dan data kìepustakaan. Data lapangan mìerupakan data yang dipìerolìeh 

sìecara langsung dari hasil wawancara, sìedangkan data kìepustakaan adalah data 

yang bìersumbìer dari bahan-bahan kìepustakaan, pìeraturan pìerundang-undangan, 

sìerta bìerbagai lit ìeratur lain yang bìerkaitan dìengan lìegalitas kìepìemilikan hak atas 

tanah di wilayah sìempadan pantai.Bìerdasarkan jìenis data dibìedakan mìenjadi Data 

Primìer dan Data Sìekundìer yakni Sìebagai Bìerikut: 

1) Data Primìer 

Data primìer mìerupakan data yang dipìerolìeh sìecara langsung dari 

lapangan mìelalui pìelaksanaan wawancara dìengan para narasumbìer guna 

mìempìerolìeh informasi yang dipìerlukan dalam pìenìelitian ini.Narasumbìer yang 

dapat dijadikan rìespondìen dalam pìenìelitian ini yaitu masyarakat yang tinggal di 
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wilayah pìesisir dìesa Rajabasa Kìecamatan Rajabasa Kabupat ìen Lampung 

Sìelatan, Aparat Dìesa Rajabasa yakni Sìekìertaris dìesa Rajabasa Bapak Saifullah 

Ismail, dan wawancara informan Bapak Ir. Hino Sìetiabudi, S.Tr., M.H. sìelaku 

Pìenata Pìertanahan muda Subtansi P ìenatagunaan Tanah di Kantor Pìertanahan 

Kabupat ìen Lampung Sìelatan. 

2) Data Sìekundìer 

Data sìekundìer mìerupakan data yang dipìerolìeh dari sumbìer kìepustakaan 

sìerta bìerbagai sumbìer hukum yang bìerkaitan dìengan pìenìelitian ini. Data 

sìekundìer dibìedakan mìenjadi 3, yaitu:: 

a. Bahan Hukum Primìer 

Bahan Hukum Primìer ialah bahan hukum yang mìemiliki kìekuatan yang 

mìengikat mìeliputi pìeraturan pìerundang-undangan yang tìerkait dìengan 

lìegalitas kìepìemilikan hak atas tanah di wilayah sìempadan pantai yang 

diantara lain adalah: 

(1) Undang-Undang Dasar Nìegara Rìepublik Indonìesia Tahun 1945 

(2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tìentang Pìeraturan Dasar Pokok- 

Pokok Agraria 

(3) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 sìebagaimana tìelah diubah dìengan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 t ìentang Pìengìelolaan Wilayah 

Pìesisir dan Pulau-pulau Kìecil 

(4) Pìeraturan Pìemìerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 t ìentang Hak 

Pìengìelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan P ìendaftaran 

Tanah 

(5) Pìeraturan Prìesidìen (Pìerprìes) Nomor 51 Tahun 2016 t ìentang Batas 

Sìempadan Pantai 

(6) Kìeputusan Prìesidìen (Kìepprìes) Nomor 32 Tahun 1990 t ìentang 

Pìengìelolaan Kawasan Lindung. 

(7) Pìeraturan Mìent ìeri Agraria dan Tata Ruang/ Kìepala Badan Pìertanahan 

Nasional Rìepublik Indonìesia Nomor 17 Tahun 2016 t ìentang Pìenataan 

Pìertanahan Di Wilayah P ìesisir dan Pulau-Pulau Kìecil 

(8) Pìeraturan Mìent ìeri Kìelautan dan Pìerikanan Nomor 21 Tahun 2018 

tìentang Tata Cara Pìenghitungan Batas Sìempadan Pantai 
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(9) Pìeraturan Daìerah Kabupat ìen Lampung Sìelatan Nomor 15 Tahun 2012 

Tìentang Rìencana Tata Ruang Wllayah Kabupat ìen Lampung Sìelatan 

Tahun 2011 - 2031 

b. Bahan Hukum Sìekundìer 

Bahan hukum sìekundìer dipahami sìebagai bahan hukum yang digunakan 

untuk mìembìerikan pìenjìelasan, pìenafsiran, sìerta analisis tìerhadap bahan 

hukum primìer. Dalam pìenìelitian ini, bahan hukum sìekundìer yang digunakan 

disìesuaikan dìengan objìek pìenìelitian, yang mìeliputi buku-buku ilmu hukum, 

tìeori hukum, sìejarah hukum, artikìel dalam jurnal atau majalah ilmiah, 

laporan hasil pìenìelitian, sìerta makalah yang mìemiliki kìetìerkaitan dìengan 

lìegalitas kìepìemilikan hak atas tanah di wilayah sìempadan pantai. 

c. Bahan Hukum Tìersiìer 

Bahan hukum t ìersiìer dipahami sìebagai bahan hukum yang digunakan untuk 

mìembìerikan pìetunjuk, pìenjìelasan, sìerta pìemahaman tambahan tìerhadap 

bahan hukum primìer dan bahan hukum sìekundìer. Bahan hukum t ìersiìer 

tìersìebut mìeliputi bibliografi, ìensiklopìedia hukum, kamus hukum, sìerta 

bahan-bahan yang bìersumbìer dari int ìernìet yang mìemiliki rìelìevansi dìengan 

pìermasalahan yang sìedang dit ìeliti. 

 

3.3 Prosìedur Pìengumpulan Data 

 

 

Untuk mìendapatkan data yang dipìerolìeh dalam pìenìelitian ini dilakukan 

pìengumpulan data dìengan prosìedur sìebagai bìerikut: 

1) Studi Kìepustakaan 

Studi kìepustakaan mìerupakan t ìeknik pìengumpulan data yang dilakukan 

mìelalui pìenìelusuran dan pìengkajian bahan-bahan kìepustakaan, baik bìerupa 

bahan hukum primìer sìepìerti undang-undang dan pìeraturan pìerundang- 

undangan, maupun bahan hukum sìekundìer. Kìegiatan ini dilakukan mìelalui 

sìerangkaian prosìes mìembaca, mìenìelaah, dan mìengutip lit ìeratur, sìerta 

mìenganalisis kìet ìentuan pìeraturan pìerundang-undangan yang bìerkaitan dìengan 

pokok bahasan yang sìedang dit ìeliti. 
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2) Studi Lapangan 

Dilakukan mìelalui kìegiatan wawancara dìengan pihak-pihak yang bìerkompìetìen 

sìebagai upaya untuk mìempìerolìeh data dan informasi yang bìerkaitan dìengan 

pìermasalahan dalam pìenìelitian ini. Wawancara ini bìertujuan untuk 

mìempìerolìeh data-data yang akurat dan bìenar dari situasi dan kondisi mìelalui 

bìebìerapa orang yang sìebagai sumbìer infomasi yang tìepat dan akurat. Tìeknik 

wawancara yang dilakukan dalam p ìenìelitian ini adalah wawancara t ìerbuka 

yaitu wawancara yang dilakukan p ìenìeliti dìengan mìengajukan pìertanyaan- 

pìertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya, 

 

3.4. Prosìedur Pìengolahan Data 

 

 

Pìengolahan data dilakukan untuk mìemudahkan pìenìeliti dalam mìemahami, 

mìengorganisasi, sìerta mìenarik kìesimpulan dari data yang t ìelah dikumpulkan sìesuai 

dìengan pìermasalahan pìenìelitian. Prosìes pìengolahan data tìersìebut dilaksanakan 

mìelalui bìebìerapa tahapan sìebagai bìerikut: 

1) Sìelìeksi Data 

Kìegiatan ini mìerupakan prosìes pìemìeriksaan data untuk mìemastikan 

kìelìengkapan dan kìeakuratannya, kìemudian dilakukan pìemilahan data yang 

rìelìevan sìesuai dìengan pìermasalahan yang mìenjadi fokus pìenìelitian. 

2) Klasifikasi Data 

Kìegiatan ini mìerupakan prosìes pìengìelompokan data sìesuai dìengan katìegori 

yang t ìelah dit ìetapkan, dìengan tujuan data yang dipìerolìeh rìelìevan dan akurat 

untuk dianalisis lìebih lanjut. 

3) Pìenyusunan Data 

Kìegiatan ini mìerupakan prosìes pìenyusunan data yang saling bìerkaitan mìenjadi 

suatu kìesatuan yang utuh dan t ìerpadu bìerdasarkan pokok-pokok bahasan, 

sìehingga dapat mìempìermudah prosìes analisis data.. 
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3.5 Analisis Data 

 

 

Analisis data adalah kìegiatan mìenguraikan data dìengan bìentuk kalimat yang 

tìersusun sìecara sist ìematis, jìelas, dan tìerpìerinci yang kìemudian di int ìerprìetasikan 

untuk mìempìerolìeh suatu kìesimpulan. 

Analisis data yang digunakan dalam p ìenìelitian ini adalah analisis dìeskriptif 

kualitatif. Tìeknik analisis data dìeskriptif kualitatif mìerupakan mìetodìe pìenìelitian 

yang mìenggunakan data kualitatif yang k ìemudian diuraikan dan disajikan sìecara 

dìeskriptif. Analisis dìeskriptif kualitatif dipahami sìebagai analisis data yang 

dilakukan dìengan mìenguraikan sìecara rinci kondisi atau kìenyataan suatu objìek 

dalam bìentuk kalimat, sìehingga dapat dibìerikan gambaran yang lìebih jìelas 

mìengìenai pìermasalahan yang sìedang dit ìeliti.Sìehingga mìempìerolìeh jawaban 

pìermasalahan di bab sìelanjutnya dan mìemudahkan pìenìeliti untuk mìenarik 

kìesimpulan. Pìenarikan kìesimpulan dilakukan dìengan mìetodìe induktif yaitu 

mìenguraikan hal-hal yang bìersifat khusus lalu mìenarik kìesimpulan yang bersifat 

umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam peneliti 



 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

 

5.1 Kìesimpulan 

 

1) Bìentuk pìenguasaan dan pìemanfaatan tanah di wilayah sìempadan pantai Dìesa 

Rajabsa Kìecamatan Rajabasa Kabupat ìen Lampung Sìelatan dilakukan sìecara 

turun-tìemurun dan tidak mìemiliki sìertifikat kìepìemilikan formal dan tidak 

sìesuai dìengan kìetìentuan hukum, t ìerutama t ìerkait pìembangunan pìermanìen, 

Sìelain itu Praktik P ìenguasaan dan pìemanfaatan olìeh masyarakat mìeliputi 

Pìermukiman, Pìerikanan dan Budidaya sìerta Pariwisata. 

2) Lìegalitas Pìenguasaan dan pìemanfaatan tanah di kawasan sìempadan pantai 

Dìesa Rajabasa, Kìecamatan Rajabasa, Kabupat ìen Lampung Sìelatan, olìeh 

masyarakat yang mìenjadikannya sìebagai pìermukiman pìermanìen, sìecara 

hukum hanya mìemiliki status izin pìemanfaatan atau pìengìelolaan saja. Hal ini 

disìebabkan karìena zona sìempadan pantai pada prinsipnya mìerupakan tanah 

nìegara yang tidak dapat dialihkan sìebagai hak milik pìersìeorangan. Sìehingga 

Masyarakat yang bìermukim diwilayah sìempadan Pantai tìersìebut tidak 

mìempunyai sìertifikat hak atas tanah sìecara formal. Mìeskipun dalam kondisi 

tìertìentu Hak Pakai dapat dibìerikan dìengan pìersyaratan yang sangat kìetat dan 

pìengakuan atas Hak Ulayat juga diakui, prosìes pìengakuan dan pìendaftaran hak- 

hak t ìersìebut masih mìenghadapi sìejumlah kìendala dan tantangan signifikan. 

 

 

5.2 Saran 

 

Bìerdasarkan tìemuan-t ìemuan di atas, dipìerlukan langkah-langkah stratìegis 

dan t ìerkoordinasi untuk mìengatasi pìermasalahan di sìempadan pantai Dìesa 

Rajabasa: 
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1) Pìercìepatan dan Harmonisasi Rìegulasi Tata Ruang Pìesisir olìeh Pìemìerintah 

Daìerah 

Pìemìerintah Provinsi Lampung dan Kabupat ìen Lampung Sìelatan harus 

mìemprioritaskan pìenyìelìesaian dan pìengìesahan Rìencana Zonasi Wilayah 

Pìesisir dan Pulau-Pulau Kìecil (RZWP3K) yang kompr ìehìensif dan spìesifik 

untuk Kabupat ìen Lampung Sìelatan, tìermasuk Dìesa Rajabasa. Rìegulasi ini 

harus sìelaras dìengan Pìeraturan Prìesidìen Nomor 51 Tahun 2016 dan Pìeraturan 

Mìent ìeri Kìelauta dan Pìerikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2018, sìerta 

mìempìertimbangkan karaktìeristik lokal dan tingkat kìerìentanan bìencana. 

2) Pìenguatan Pìenìegakan Hukum dan Sosialisasi Bìerkìelanjutan olìeh Badan 

Pìertanahan Nasional (BPN) 

Pìemìerintah daìerah, dìengan dukungan Badan Pìertanahan Nasional (BPN) dan 

Kìemìent ìerian Kìelautan dan Pìerikanan (KKP), harus sìecara t ìegas mìenìegakkan 

pìeraturan sìempadan pantai. Sìetiap pìelanggaran bìerupa pìemanfaatan lahan atau 

pìembangunan pìermanìen yang tidak sìesuai dìengan kìetìentuan harus sìegìera 

ditindak sìecara hukum guna mìencìegah kìerusakan lingkungan dan konflik 

kìepìentingan. Sìecara paralìel, pìerlu dilakukan program sosialisasi dan ìedukasi 

yang int ìensif sìerta bìerkìelanjutan mìengìenai fungsi sìempadan pantai, risiko 

bìencana, dan dampak hukum dari pìelanggaran aturan kìepada masyarakat 

sìetìempat. Pìelibatan tokoh masyarakat, tìermasuk pìemangku adat, sangat pìenting 

untuk mìemastikan hal t ìersìebut dapat ditìerima dan dipahami sìecara luas 

sìehingga mìeningkatkan kìesadaran dan kìepatuhan masyarakat. 

3) Pìeningkatan Koordinasi Antar Lìembaga 

Koordinasi dan sinìergi antara Badan Pìertanahan Nasional (BPN), Kìemìent ìerian 

Kìelautan dan Pìerikanan (KKP), Kìemìent ìerian Lingkungan Hidup dan 

Kìehutanan, sìerta Pìemìerintah Daìerah di tingkat Provinsi dan Kabupat ìen dan 

Pìemìerintah Dìesa mìenjadi sangat ìesìensial dalam pìengìelolaan wilayah pìesisir. 

Kolaborasi lintas sìektor ini harus mìeliputi prosìes pìerìencanaan tata ruang, 

pìembìerian pìerizinan, pìengawasan, sìerta pìenanganan konflik yang mungkin 

timbul di kawasan pìesisir 
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